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ABSTRAK 

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mendorong penerapan prinsip-

prinsip syariah dalam berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta sebagai rumah sakit yang telah memperoleh sertifikasi 

syariah, menggunakan akad ijarah dan baiʻ dalam pengadaan alat kesehatan sebagai 

alternatif pembiayaan yang sesuai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana implementasi kedua akad tersebut dalam praktik 

pengadaan serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 

09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Fokus utama penelitian 

diarahkan pada persoalan normatif dan praktis yang dihadapi rumah sakit syariah 

dalam menjamin kesesuaian akad dengan prinsip syariah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode 

kualitatif studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara 

semi-terstruktur, dan dokumentasi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 

Kerangka teori yang digunakan mencakup Maqa̅ṣid al-Syari̅ʻah, akad ijarah dan 

akad baiʻ sebagaimana diisyaratkan melalui Fatwa DSN-MUI. Analisis dilakukan 

melalui pendekatan silogisme hukum dengan mempertimbangkan data empiris 

sebagai premis minor dan teori sebagai premis mayor. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

telah menerapkan akad ijarah dan baiʻ dalam pengadaan alat kesehatan secara 

substansial sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Namun demikian, masih ditemukan 

persoalan, antara lain ketidaksesuaian pada aspek prosedural, regulasi pengadaan, 

dan kesadaran hukum para pihak terkait akad syariah. Oleh karena itu, diperlukan 

harmonisasi antara regulasi negara dengan fatwa syariah serta penguatan kapasitas 

institusi dalam menerapkan prinsip syariah. Penelitian ini merekomendasikan 

perlunya reformulasi regulasi nasional dalam mendukung pelaksanaan akad syariah 

di rumah sakit. 

 

Kata Kunci: Akad Ijarah, Baiʻ, Fatwa DSN-MUI, Pengadaan Alat Kesehatan, 

Rumah Sakit Syariah 
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ABSTRACT 

The development of the sharia economy in Indonesia has encouraged the 

application of sharia principles across various sectors, including the health sector. 

PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta, as a hospital that has obtained sharia 

certification, utilizes ijarah and baiʻ contracts in the procurement of medical 

equipment as a sharia-compliant financing alternative. This study aims to analyze 

how the implementation of these two contracts is carried out in procurement 

practices and their compliance with the fatwas issued by the National Sharia 

Council – Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), particularly Fatwa No. 09/DSN-

MUI/IV/2000 and No. 04/DSN-MUI/IV/2000. The main focus of the research is 

directed at the normative and practical issues faced by sharia hospitals in ensuring 

that the contracts conform to sharia principles. 

This research adopts an empirical legal approach using a qualitative case 

study method. Data were collected through participatory observation, semi-

structured interviews, and documentation at PKU Muhammadiyah Hospital 

Yogyakarta. The theoretical framework employed includes Maqa̅ṣid al-Shari̅’ah, 

ijarah contracts, and baiʻ contracts as indicated in the DSN-MUI fatwas. The 

analysis was conducted using a legal syllogism approach by considering empirical 

data as the minor premise and theory as the major premise. 

The results of the study indicate that PKU Muhammadiyah Hospital 

Yogyakarta has substantially implemented ijarah and baiʻ contracts in the 

procurement of medical equipment in accordance with DSN-MUI fatwas. However, 

several issues remain, including procedural discrepancies, regulatory challenges in 

procurement, and the lack of legal awareness among the parties involved in sharia 

contracts. Therefore, harmonization between state regulations and sharia fatwas is 

necessary, as well as strengthening institutional capacity in implementing sharia 

principles. This study recommends the reformulation of national regulations to 

support the implementation of sharia contracts in hospitals. 

 

Keywords: Ijarah Contract, Baiʻ Contract, DSN-MUI Fatwa, Medical 

Equipment Procurement, Sharia Hospital  
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 PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME 
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SURAT PERSETUJUAN TESIS  
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MOTTO 

Keadilan adalah cinta kasih seorang yang bijak. 
Iustitia est caritas saphientis (Leibnis) 

 وَ مَا تَ فْعَلُ مِنْ خَيٍْْ يَ عْلَمْهُ الله
QS. Al-Baqarah : 197 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 

0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

    

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 ba’ B be ب 

 ت 
Ta’ T te 

 ث 
Śa’ Ś es (dengan titik di atas) 

 ج
Jim J je 

 ح
Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 خ
Kha’ Kh ka dan ha 

 د
Dal D de 

 ذ
Zal Ż ze (dengan titik di atas) 

 ر
Ra’ R er 

 ز
Zai Z zet 

 س 
Sin S es 

 ش 
Syin Sy es dan ye 

 ص
Şad Ş es (dengan titik di bawah) 

 ض
Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) 

 ط 
Ṭa’ Ṭ te (dengan titik di bawah) 

 ظ 
Ẓa’ Ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 ع
‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 

 غ
Gain G ge 



x  

 ف 
Fa’ F ef 

 ق 
Qaf Q qi 

 ك
Kaf K ka 

 ل 
Lam L ‘el 

 م
Mim M ‘em 

 ن
Nun N ‘en 

 و
Waw W w 

 ه
Ha’ H ha 

 ء
Hamzah ‘ apostrof 

 ي
Ya’ Y ye 

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis Sunnah سنة

 ditulis ‘illah علة 

III. Ta’ Marbûţah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 ditulis al-Mā’idah المائدة 

 ditulis Islāmiyyah إسلامية 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 

 ditulis Muqāranah al-Maẓāhib المذاهب   مقارنة

IV. Vokal Pendek 

 

1. ----  َ  ̄ ---- fatḥah ditulis a 



xi  

2. ----  َ_ ---- kasrah ditulis i 

3. ----  َ  ---- ḍammah ditulis u 

 

V. Vokal Panjang 

 

1. Fatḥah + alif ditulis ā 

 ditulis Istiḥsān إستحسان 

2. Fatḥah + ya’ mati ditulis ā 

 ditulis Unśā أنثى 

3. Kasrah + yā’ mati ditulis ī 

 ditulis al-‘Ālwānī العلواني 

4. Ḍammah + wāwu mati ditulis û 

 ditulis ‘Ulûm علوم

 

 

VI. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 غيرهم 

ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 قول 

ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت 

 ditulis la’in syakartum شكرتم   لإن

VIII. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’ān القرآن 

 ditulis al-Qiyās القياس
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan 

huruf l (el)nya. 

 

 ditulis ar-Risālah الرسالة 

 ’ditulis an-Nisā النساء

 

 

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis Ahl ar-Ra’yi الرأي   أهل

 ditulis Ahl as-Sunnah السنة   أهل
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KATA PENGANTAR 

حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ لمَِينَ، بسِْمِ اللّٰه ٰـ ِ ٱلْعَ ِ رَب  داً   ٱلْـحَمْدُ لِِلّه ُ وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ هَ إِلََّ ٱلِلَّّ
أشَْهَدُ أنَْ لََ إلَِٰ

،ِ دٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبهِِ أجَْمَعِينَ  رَسُولُ ٱلِلَّّ  .ٱللَّهُمَّ صَلِ  عَلَىٰ مُحَمَّ

Segala puji bagi Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul " Akad Ijarah dan baiʻ dalam 

Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

Perspektif Hukum Islam ", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Hukum Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, hal 

itu disadari karena dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 

penulis miliki. Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat pelajaran, 

dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai 

pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan tesis ini. Namun, berkat 

pertolongan Allah dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat serta membantu 

dalam proses penulisan, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan 

segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepadakepada: 

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan 

kesempatan dan fasilitas dalam menempuh studi di kampus ini. 

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendukung terlaksananya studi. 

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu 

Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan arahan 

dan kebijakan akademik selama proses studi berlangsung. 

4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah 

dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan banyak 

masukan berharga dalam proses penulisan tesis ini. 

5. Istri tercinta Mutiara Kusumawati, S.Pd.Si.,M.Pd., yang telah setia 

memberikan semangat, doa, dan dukungan selama proses penulisan tesis ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dari tahun 1980 dengan 

diskusi mengenai lembaga keuangan syariah sebagai salah satu pilar perekonomian 

masyarakat di Indonesia.1 Perkembangan industri berbasis syariah di Indonesia 

semakin pesat seiring dengan tumbuhnya berbagai institusi keuangan syariah, 

seperti bank, pegadaian, hotel, supermarket, hingga koperasi menjalankan 

operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat pun kini semakin mengenal 

dan menerima sistem ini. Untuk memperkuat fondasi ekonomi syariah, penerapan 

instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti akad Ijarah dan 

baiʻ menjadi hal yang krusial dalam aktivitas bisnis dan proses pengadaan barang.  

Ijarah merupakan bentuk akad sewa-menyewa barang atau jasa, sedangkan 

baiʻ adalah akad jual beli. Kedua akad ini secara khusus dirancang untuk 

memastikan transaksi berlangsung sesuai dengan prinsip syariah, yang menolak 

adanya unsur gara̅r (ketidakpastian), riba̅, dan maisi̅r (perjudian atau spekulasi). 

Ketentuan mengenai akad-akad ini ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional–

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui sejumlah fatwa, yang bertujuan 

untuk memberikan panduan dalam menjalankan transaksi bisnis yang halal dan sah 

secara syariah. 

Salah satu sektor penting yang semakin membutuhkan penerapan prinsip 

keuangan syariah adalah sektor kesehatan. Rumah sakit dan institusi kesehatan 

 
1 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, ed. Tarmizi and 

Suryani (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 70. 
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yang berbasis Islam, seperti RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, menghadapi 

tantangan besar dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk 

pengadaan alat kesehatan. Alat kesehatan, sebagai komponen vital dalam pelayanan 

medis, sering kali memerlukan investasi yang besar. Oleh karena itu, diperlukan 

skema pembiayaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip 

syariah. Di sini, akad ijarah dan baiʻ berperan penting sebagai alternatif 

pembiayaan yang sesuai dengan syariah dalam proses pengadaan alat kesehatan. 

Meskipun ketentuan mengenai akad ijarah dan baiʻ telah dijelaskan secara 

rinci dalam Fatwa DSN-MUI, implementasinya di lapangan tidak selalu 

berlangsung tanpa kendala. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

ijarah dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang baiʻ menjadi 

pedoman utama dalam memastikan bahwa transaksi tersebut tetap sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Namun, sering kali terdapat kesenjangan antara teori yang 

diatur dalam fatwa dengan praktik di lapangan. Beberapa tantangan dalam 

penerapan akad-akad ini di rumah sakit meliputi kurangnya pemahaman dari pihak-

pihak yang terlibat mengenai detail akad-akad tersebut, kendala regulasi yang tidak 

selalu mendukung sepenuhnya transaksi berbasis syariah, serta dinamika pasar 

yang mempengaruhi kemampuan rumah sakit untuk menerapkan akad syariah 

secara ideal. Selain itu, alat kesehatan yang berteknologi tinggi sering kali memiliki 

nilai ekonomis yang besar, sehingga pengadaan melalui akad syariah perlu 

disesuaikan dengan struktur pembiayaan yang tepat. 

Penyelenggaraan Rumah Sakit syariah mengacu pada pedoman yang 

ditetapkan oleh DSN-MUI. Sebuah rumah sakit baru dapat disebut sebagai Rumah 

Sakit syariah jika telah memperoleh sertifikasi syariah. Sertifikasi ini dikeluarkan 
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oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) yang bekerja 

sama dengan DSN-MUI. MUKISI sendiri adalah organisasi yang menghimpun 

institusi-institusi kesehatan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Organisasi ini 

bersifat independen dan bertujuan untuk mengembangkan pelayanan kesehatan 

yang profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, serta turut serta dalam meningkatkan taraf kesehatan 

masyarakat.2  

Dengan semakin berkembangnya sistem berbasis syariah di Indonesia, 

sekitar 100 rumah sakit menunjukkan minat untuk meningkatkan layanan 

kesehatannya sesuai prinsip-prinsip syariah melalui pengajuan sertifikasi kepada 

MUKISI. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, rumah sakit harus memenuhi sekitar 

50 standar persyaratan dan melalui 161 elemen penilaian. Penilaian ini meliputi 

baik aspek manajemen rumah sakit maupun aspek pelayanannya.3 Pada tahun 2018, 

sepuluh rumah sakit di Indonesia tercatat sebagai yang pertama menerima 

sertifikasi syariah dari MUKISI, termasuk di antaranya Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah salah satu rumah 

sakit swasta yang berada di bawah pengelolaan Pimpinan Pusat Persyarikatan 

Muhammadiyah. Rumah sakit ini berlokasi di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 20, 

Yogyakarta 55122, Indonesia, rumah sakit ini dapat dihubungi melalui telepon di 

(0274) 512653, faksimile di (0274) 566129, atau melalui situs web 

 
2 Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia, “Profil: Tentang MUKISI,” 

mukisi.com, 2018, https://mukisi.com/profil/. Akses 23 September 2024. 

3 admin-mukisi, “Standar Dan Sertifikasi Rumah Sakit Syariah,” mukisi.com, 2018, 

https://mukisi.com/503/standar-dan-sertifikasi-rumah-sakit-syariah/. Akses 23 September 2024. 
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www.rspkujogja.com dan email info@rspkujogja.com. Lokasinya tepat berada di 

pusat kota membuatnya sangat strategis dan mudah diakses karena terletak di tepi 

jalan utama. Adapun batas-batas wilayahnya adalah: sebelah timur dengan Gedung 

Agung, sebelah utara berbatasan dengan Polresta Yogyakarta, sebelah barat dengan 

Jalan Bayangkara dan sebelah selatan dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan. 

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, sebagai salah satu rumah sakit 

berafiliasi dengan organisasi Muhammadiyah yang telah lulus terakreditasi 

Syari’ah oleh MUKISI, berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang terbaik 

dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sebagai institusi kesehatan yang 

berpedoman pada nilai-nilai Islam, RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta harus 

memastikan bahwa semua operasional dan transaksi keuangannya, termasuk 

pengadaan alat kesehatan, mematuhi ketentuan syariah. Dalam konteks pengadaan 

alat kesehatan, terdapat beberapa jenis akad yang digunakan, di antaranya adalah 

akad ijarah (sewa) dan baiʻ (jual beli). Kedua jenis akad ini memiliki perbedaan 

mendasar dalam hal mekanisme, manfaat, dan risiko yang harus dipertimbangkan 

oleh pihak rumah sakit:    

1. Akad ijarah (Sewa): Ijarah adalah akad yang dilakukan untuk menyewa 

suatu jasa atau barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran 

upah (ujrah). Dalam konteks pengadaan alat kesehatan, akad ijarah 

memungkinkan rumah sakit untuk menyewa peralatan medis dengan biaya 

tertentu tanpa perlu membelinya secara langsung. Keuntungan dari akad ini 

adalah fleksibilitas finansial dan pengurangan beban biaya awal. 

2. Akad baiʻ (Jual Beli): Baiʻ adalah akad jual beli di mana terjadi pemindahan 

kepemilikan barang dengan pembayaran harga tertentu. Dalam pengadaan 
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alat kesehatan, akad baiʻ berarti rumah sakit membeli peralatan medis 

secara langsung dan menjadi pemilik sah dari alat tersebut. Keuntungan dari 

akad ini adalah kepastian kepemilikan dan potensi penghematan biaya 

dalam jangka panjang. 

Namun, pelaksanaan akad-akad tersebut harus tunduk pada prinsip-prinsip 

syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI). Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memberikan 

arahan yang tegas mengenai tata cara pelaksanaan akad ijarah dan baiʻ agar tetap 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kepatuhan terhadap fatwa ini tidak hanya 

memastikan transaksi yang sah menurut syariah, tetapi juga meningkatkan 

kepercayaan publik dan integritas institusi. 

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan akad ijarah dan baiʻ dalam pengadaan alat kesehatan di 

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-

MUI. 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari seluruh uraian latar belakang tersebut, maka rancangan 

penelitian ini memfokuskan permasalahan pada dua rumusan masalah: 

1. Bagaimana proses penerapan akad ijarah dan baiʻ dalam pengadaan alat 

kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta? 

2. Apakah penerapan akad ijarah dan baiʻ dalam pengadaan alat kesehatan di 

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip syariah 

sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berlandaskan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, berikut ini 

dijabarkan tujuan spesifik rancangan penelitian ini disertai dengan kontribusinya 

baik secara teoretis maupun praktis. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengidentifikasi dan menganalisis proses penerapan akad ijarah dan 

baiʻ dalam pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta; dan 

b. Menganalisis penerapan akad ijarah dan baiʻ dalam pengadaan alat 

kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan 

prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI 

No.9/DSN-MUI/IV/2000. 

2. Kegunaan Penelitian 

Selayaknya penelitian yang berorientasi pada daya hasil dan daya guna, 

baik secara akademis maupun praktis, maka dirumuskan kegunaan teoretis dan 

praktis. Secara teoretis diharapkan hasil dari penelitian ini mampu untuk menjadi 

pengembangan kajian ilmu hukum secara umum dan ilmu syariah – ekonomi 

syariah secara khusus, menjadi suplemen atau pelengkap atas penelitian-

penelitian lampau sejenis, serta menjadi rujukan terhadap penelitian-penelitian 

mendatang. Adapun secara praktis, diharapkan penelitian ini mendatang dapat 

memberikan manfaat pada tiga pihak: 

a. Majelis Ulama Indonesia selaku organisasi masyarakat yang otoritatif 

dan legitimate dalam membentuk fatwa sebagai rujukan dan pedoman 

bagi umat Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 
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untuk menjadi pembacaan objektif, saran, serta dorongan bagi MUI di 

bidang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah di 

Indonesia; 

b. Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah causa quo Majelis 

Pembinaan Kesehatan Umum yang menaungi seluruh PKU dan rumah 

sakit Islam Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan gambaran yang objektif, sekaligus 

menjadi kritik dan masukan yang membangun terkait peluang serta 

tantangan dalam penyelenggaraan rumah sakit berbasis prinsip syariah, 

termasuk upaya yang dilakukan oleh rumah sakit Muhammadiyah dalam 

memastikan penerapan prinsip syariah di fasilitas kesehatannya; dan 

c. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang menerapkan prinsip syariah 

dalam pengadaan alat kesehatan. Studi ini akan memberikan wawasan 

dan saran tentang kesesuaian praktik mereka dengan fatwa DSN-MUI. 

D. Telaah Pustaka 

Sebagai bagian penting yang menunjukkan nilai kebaruan penelitian, maka 

perlu diuraikan di sini beberapa penelitian terdahulu baik yang berbentuk jurnal, 

buku, laporan atau tugas-tugas akhir setaraf tesis. Penelusuran ini melibatkan 

beberapa kata kunci penting, yaitu pelaksanaan rumah sakit yang berlandaskan 

prinsip syariah, pendekatan eklektisisme hukum, penerapan positivisasi syariah, 

serta akad pengadaan alat kesehatan di rumah sakit Islam, dengan batasan publikasi 

dalam sepuluh tahun terakhir. 

Pertama, penelitian berbentuk tesis yang ditulis oleh Nurul Roudatul 

Zannah dengan judul “Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pengadaan Alat 
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Kesehatan serta Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta 

Cempaka Putih, Jakarta Pusat)” dengan memfokuskan permasalahan pada tinjauan 

akad-akad apa saja yang digunakan oleh Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih 

dalam pengadaan alat kesehatan. Berdasarkan pendekatan penelitian yuridis-

empiris, Zannah menemukan bahwa pada locus penelitiannya dilaksanakan akad 

baiʻ dan ijarah. Terkhusus pada akad ijarah yang dilaksanakan dengan Nusa Indah 

Optikal, ditemukan bahwa terdapat kebanyakan aspek sudah memenuhi ketentuan 

Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, 

sedangkan beberapa aspek lainnya – yakni pada tempat diselesaikannya sengketa 

apabila di masa mendatang terjadi – terlihat belum sesuai.4 

Penelitian Zannah dibandingkan dengan rancangan penelitian ini memiliki 

kesamaan pada lingkup kajian ekonomi syariah yang meninjau akad-akad dalam 

pengadaan alat kesehatan pada rumah sakit berdasarkan prinsip Islam dan pencarian 

relevansinya dengan fatwa-fatwa MUI terkait. Adapun perbedaannya secara 

signifikan terlihat pada metode, fokus permasalahan, dan tujuan dilaksanakannya 

penelitian. Penelitian ini tidak sekedar meninjau permasalahan kesesuaian 

pelaksanaan akad pengadaan alat kesehatan di rumah sakit Islam, namun juga 

menganalisis problematika yuridisnya dalam konsepsi efektivitas hukum. Tidak 

berhenti sampai di situ, rancangan penelitian ini juga turut menggagas 

reformulasinya mendatang dalam hukum positif di Indonesia. Dengan demikian 

 
4 Nurul Roudatul Zannah, “Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pengadaan Alat Kesehatan 

serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Ijarah (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat)” (Institut Ilmu Al-

Qur’an Jakarta, 2021), https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1264. 
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terlihat bahwa kedudukan rancangan penelitian ini dibanding dengan penelitian 

Zannah adalah sebagai pembanding dengan konteks locus berbeda dan situasi 

waktu yang lebih aktual, kemudian rancangan penelitian ini memiliki pendekatan 

dan orientasi hasil yang lebih holistik dan berdaya guna pada ranah keilmuan 

hukum ekonomi syariah di Indonesia melalui gagasan reformulasi. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mala Hayati dan Wahyu Sulistiadi 

dengan judul “Rumah Sakit Syariah Strategi Pemasaran Vs Syiar” membahas 

fenomena kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai syariah yang semakin 

berkembang, termasuk dalam sektor pelayanan kesehatan. Penelitian ini menyoroti 

peran rumah sakit syariah sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat muslim 

yang tidak hanya mencari kualitas medis, tetapi juga pelayanan berbasis nilai-nilai 

Islam. Konsep rumah sakit syariah dijelaskan melalui studi literatur dari berbagai 

jurnal internasional yang relevan, mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam 

seluruh aspek pelayanan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya strategi 

pemasaran yang terintegrasi dengan visi, misi, dan nilai-nilai Islam sebagai upaya 

menjawab tantangan konsumen Muslim yang semakin sadar syariah.5 

Penelitian ini dalam konteks perbandingan memiliki relevansi dengan 

rancangan penelitian yang akan dilakukan, khususnya dalam aspek integrasi nilai-

nilai Islam dalam sistem pelayanan, administrasi, dan manajemen rumah sakit. 

Kedua penelitian berbagi kesamaan pada fokus utama, yaitu penerapan nilai-nilai 

syariah dalam sektor kesehatan, dengan menyoroti bagaimana pendekatan berbasis 

syariah dapat memberikan keunggulan kompetitif. Perbedaan signifikan terletak 

 
5 Mala Hayati and Wahyu Sulistiadi, “Rumah Sakit Syariah Strategi Pemasaran Vs Syiar,” 

Jurnal Arsi 5, no. 1 (2018): 30–36. 
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pada orientasi penelitian. Penelitian Hayati dan Sulistiadi berfokus pada dimensi 

pemasaran dan syiar melalui rumah sakit syariah, dengan pendekatan studi literatur 

yang lebih konseptual. Sebaliknya, rancangan penelitian ini memiliki pendekatan 

yuridis dan fokus pada aspek problematika hukum serta efektivitas penerapan nilai-

nilai syariah di sektor kesehatan, khususnya rumah sakit syariah. Selain itu, 

penelitian ini bertujuan untuk menggagas reformulasi kebijakan hukum positif di 

Indonesia, menjadikannya lebih komprehensif dan aplikatif dalam konteks 

keilmuan hukum ekonomi syariah. Kedudukan rancangan penelitian ini 

dibandingkan dengan penelitian Hayati dan Sulistiadi adalah sebagai pengembang 

dalam ranah hukum positif, dengan memberikan kontribusi ilmiah yang lebih fokus 

pada problematika yuridis dan solusinya. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak 

hanya meninjau integrasi nilai-nilai syariah secara praktis, tetapi juga menilai 

bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diperkuat dalam kerangka hukum yang relevan 

di Indonesia. 

Ketiga, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Muhammad 

Mustaghfirin, Anugrahi Putri Ziyadatin Ilmi, Dewi Ratih, dan Eny Latifah dengan 

judul "Prinsip Syariah dalam Manajemen Rumah Sakit" memfokuskan kajiannya 

dalam pelaksanaan prinsip syariah pada pengelolaan rumah sakit, yang meliputi 

aspek manajemen, kepemimpinan, mutu layanan, pengelolaan sumber daya 

manusia (SDM), serta pengelolaan keuangan. Berdasarkan pendekatan kualitatif 

deskriptif melalui metode library research, artikel ini menyimpulkan bahwa 

keberhasilan rumah sakit syariah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan etis dan 

efektif, kualitas pelayanan sesuai ajaran Islam, serta transparansi dan efisiensi 

dalam manajemen SDM dan keuangan. Sebagai tambahan, artikel ini memuat studi 
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kasus yang memberikan gambaran praktis implementasi prinsip-prinsip syariah 

dalam manajemen rumah sakit, termasuk tantangan yang dihadapi serta solusi yang 

diimplementasikan untuk menjaga konsistensi dengan nilai-nilai Islam.6 

Penelitian Mustaghfirin dkk dibandingkan dengan rancangan penelitian ini 

memiliki kesamaan pada lingkup kajian yang sama-sama membahas prinsip syariah 

dalam konteks pengelolaan rumah sakit. Terdapat perbedaan mendasar pada 

pendekatan dan fokus kajian. Jika penelitian Mustaghfirin dkk berfokus pada aspek 

praktis dan manajerial rumah sakit syariah, rancangan penelitian ini mengangkat 

permasalahan pada tataran yuridis, khususnya dalam mengisi kekosongan hukum 

terkait jaminan pelaksanaan prinsip syariah dalam pengadaan alat kesehatan 

melalui pendekatan normatif dan empiris. Rancangan penelitian ini juga memiliki 

orientasi hasil yang lebih luas dengan mengusulkan reformulasi peraturan 

perundang-undangan untuk menjamin implementasi prinsip syariah secara 

komprehensif. Kedudukan rancangan penelitian ini  dengan demikian, 

dibandingkan dengan penelitian Mustaghfirin dkk adalah sebagai pelengkap 

sekaligus pembanding yang memberikan kontribusi lebih pada penguatan regulasi 

hukum positif di Indonesia melalui paradigma eklektisisme hukum. 

Keempat, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Haqiqotus Sa’adah 

dengan judul “Konsep Rumah Sakit Syariah dalam Transformasi Ekonomi Syariah” 

memfokuskan kajiannya pada pengembangan rumah sakit syariah sebagai bagian 

dari transformasi ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menyoroti posisi 

Indonesia sebagai negara berkembang yang menghadapi tantangan peningkatan 

 
6 Muhammad Mustaghfirin et al., “Prinsip Syariah Dalam Manajemen Rumah Sakit,” 

JISEF: Journal of International Sharia Economics and Financial 2, no. 2 (2023): 79–91, 

https://doi.org/https://doi.org/10.62668/jisef.v2i02.1139. 
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kualitas layanan kesehatan, dengan Global Health Security Index Tahun 2019 

menempatkan Indonesia pada peringkat ke-30 dari 195 negara. Penelitian ini 

bertujuan mengkaji nilai-nilai ekonomi Islam yang menjadi landasan operasional 

rumah sakit syariah, seperti ekonomi Rabbani dan Insani, yang mencerminkan 

tujuan ilahiyah dan kemaslahatan manusia. Berdasarkan metode penelitian 

kualitatif berbasis library research, Sa’adah mengacu pada data dari panduan 

MUKISI dan literatur terkait. Temuannya menggarisbawahi prinsip-prinsip 

ekonomi Islam yang relevan, yaitu ulu҇hiyyah, insa̅niyyah, akhla̅qiyyah, wasaṭīyyah 

sebagaimana dikembangkan oleh Yusuf Qardhawi, serta ikhtiya̅t dan mas’u҇liyyah 

menurut Syed Nawab Haider Naqvi. Nilai-nilai ini diterapkan untuk menciptakan 

sistem pelayanan kesehatan yang inklusif dan membawa manfaat bagi umat 

manusia.7 

Penelitian Sa’adah dibandingkan dengan rancangan penelitian ini memiliki 

kesamaan dalam kajian prinsip syariah sebagai kerangka kerja pengelolaan rumah 

sakit. Terdapat perbedaan signifikan pada pendekatan dan orientasi. Apabila 

penelitian Sa’adah berfokus pada transformasi ekonomi syariah melalui 

pengembangan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, rancangan penelitian ini 

berorientasi pada aspek yuridis, yaitu mengidentifikasi dan mengisi kekosongan 

hukum terkait implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan rumah sakit melalui 

reformulasi hukum positif. Rancangan penelitian ini menawarkan kontribusi yang 

lebih luas dengan mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem hukum 

nasional untuk menjamin keberlanjutan dan legitimasi rumah sakit syariah di 

 
7 Haqiqotus Sa’adah, “Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi Ekonomi 

Syariah,” I’thisom: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2022): 152–75, 

https://doi.org/https://doi.org/10.70412/its.v1i2.14. 
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Indonesia. Dengan demikian, kedudukan rancangan penelitian ini dibandingkan 

penelitian Sa’adah adalah sebagai pembanding dengan pendekatan yang lebih 

holistik dan mengarah pada solusi yuridis untuk penguatan regulasi berbasis 

syariah. 

Kelima, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Moniq Yasmeenela 

dengan judul “Kajian Bedah Produk Lembaga Ekonomi Syariah terhadap Rumah 

Sakit Syariah” mengkaji pertumbuhan rumah sakit Islam di Indonesia serta 

kebutuhan akan pedoman dan standar yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Yasmeenela menyoroti peningkatan signifikan jumlah rumah sakit Islam, yang 

menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mencari layanan kesehatan yang 

menekankan pada nilai keberkahan. Penelitian ini bertujuan memberikan landasan 

bagi rumah sakit Islam untuk memastikan pelayanan dan pengelolaan manajemen 

berbasis syariah, Termasuk penerapan prinsip-prinsip akad yang dijadikan acuan 

dalam standar pelayanan rumah sakit syariah. Dalam penelitiannya, Yasmeenela 

merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 yang memberikan 

pedoman mengenai penyelenggaraan rumah sakit syariah. Standar tersebut meliputi 

asas-asas akad yang mencakup kehendak sukarela, kejelasan tujuan, kesetaraan hak 

dan kewajiban, transparansi, kemampuan para pihak, serta prinsip saling 

mempermudah. Penelitian ini menekankan bahwa akad yang digunakan harus 

berorientasi pada kemaslahatan, tidak memberatkan, dan sesuai dengan prinsip 

syariah Islam tanpa bertentangan dengan hukum positif.8 

 
8 Moniq Yasmeenela, “Kajian Bedah Produk Lembaga Ekonomi Syariah terhadap Rumah 

Sakit Syariah,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 4, no. 2 (2020): 110–16, 

https://doi.org/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index. 



14 

 

 

 

Penelitian Yasmeenela dibandingkan dengan rancangan penelitian ini 

memiliki kesamaan dalam upaya mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam 

pengelolaan rumah sakit. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada fokus 

penelitian. Penelitian Yasmeenela lebih berfokus pada analisis standar akad dan 

produk layanan berdasarkan fatwa serta hukum ekonomi syariah, sementara 

rancangan penelitian ini berorientasi pada aspek hukum positif dengan tujuan 

menganalisis kekosongan regulasi dalam pengelolaan rumah sakit syariah dan 

menggagas reformulasi hukum untuk memastikan kepastian hukum dan 

keberlanjutan rumah sakit syariah di Indonesia. Rancangan penelitian ini memiliki 

pendekatan yang lebih holistik dengan mengkaji implikasi yuridis dari pengelolaan 

rumah sakit syariah serta memberikan solusi konkrit berupa reformulasi regulasi. 

Dengan demikian, penelitian Yasmeenela dapat menjadi pembanding yang relevan 

dalam mengidentifikasi elemen-elemen penting dari pengelolaan rumah sakit 

syariah untuk kemudian diadaptasi dan disesuaikan dalam penguatan regulasi 

berbasis hukum positif. 

E. Kerangka Teori 

1. Maqa̅ṣid al-Syari̅‘ah 

Pendekatan maqa̅ṣid al-Syari̅‘ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda 

menawarkan perspektif multidimensional dalam memahami dan menerapkan 

hukum Islam, termasuk dalam transaksi ekonomi seperti akad ijarah dan bai‘. 

Berbeda dengan pendekatan klasik yang sering kali berfokus pada lima tujuan 

dasar yariah (hifẓ ad-di̅n, an-nafs, al-‘aql, an-nasl, al-ma̅l), Jasser Auda 

mengusulkan kerangka yang lebih dinamis dengan enam ciri utama: sistem 

berbasis tujuan (purposefulness), keterbukaan (openness), hierarki (interrelated 
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hierarchy), menyeluruh (wholeness), multidimensionalitas (multi-

dimensionality), dan kognitif (cognitive nature).9 Pendekatan ini memungkinkan 

penerapan hukum Islam menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan perubahan 

sosial serta kondisi ekonomi yang terus berkembang, termasuk dalam regulasi 

pengadaan alat kesehatan di rumah sakit berbasis syariah. 

Kontekstualisasinya pada akad ijarah dan bai‘ yang digunakan dalam 

pengadaan alat kesehatan, analisis berbasis teori maqa̅ṣid al-Syari̅’ah Jasser 

Auda mengarah pada pemahaman bahwa transaksi tersebut harus memenuhi 

prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparansi. Sistem berbasis tujuan 

(purposefulness) menekankan bahwa transaksi keuangan syariah tidak hanya 

bersifat legal-formal tetapi juga harus mencapai tujuan yang lebih besar, yakni 

kemaslahatan masyarakat.10 Hal ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI yang 

mengatur akad ijarah dan bai‘ dalam sektor layanan kesehatan, di mana aspek 

manfaat bagi pasien dan keberlanjutan layanan kesehatan menjadi pertimbangan 

utama. 

Selain itu, teori ini menekankan adanya keterbukaan (openness) dan 

menyeluruh (wholeness), yang berarti bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, 

tetapi harus selalu dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial-ekonomi. Khusu 

pada studi kasus di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, pemanfaatan akad 

ijarah dalam pengadaan alat kesehatan harus mempertimbangkan aspek 

efisiensi, keberlanjutan keuangan rumah sakit, serta aksesibilitas layanan 

 
9 Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Al-Syarī’ah: Analisis 

Pendekatan Sistem Jasser Auda,” Hunafa: Jurnal Studia Islamika 13, no. 2 (2016): 218–46. 

10 Alivermana Wiguna, Memahami Maqashid Al-Syari’ah Perspektif Khaled M. Abou El-

Fadl & Jasser Auda (Sleman: Deepublish, 2022). 
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kesehatan bagi masyarakat. Demikian juga, akad bai‘ dalam pengadaan alat 

kesehatan harus memastikan bahwa struktur harga dan kepemilikan aset sejalan 

dengan prinsip syariah dan tidak mengarah pada praktik riba̅ atau gara̅r. 

Berdasarkan pendekatan multidimensional (multi-dimensionality), teori 

Jasser Auda memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum dalam memahami 

perbedaan antara idealitas syariah dan realitas implementasi di lapangan. Dalam 

konteks penelitian ini, analisis kesesuaian akad ijarah dan bai‘ dengan fatwa 

DSN-MUI dapat dievaluasi tidak hanya dari aspek hukum Islam secara normatif 

tetapi juga dari perspektif ekonomi, sosial, dan keberlanjutan bisnis rumah sakit. 

Dengan demikian, pendekatan maqa̅ṣid al-Syari̅’ah Jasser Auda memberikan 

kerangka yang komprehensif dalam menilai sejauh mana praktik pengadaan alat 

kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta mencerminkan prinsip-

prinsip syariah yang holistik. 

2. Akad Ijarah dan baiʻ 

Akad ijarah dan bai‘ dalam transaksi bisnis syariah, merupakan dua jenis 

kontrak yang sering digunakan dalam berbagai sektor, termasuk dalam 

pengadaan barang dan jasa di institusi kesehatan Islam. Ijarah merupakan 

perjanjian sewa-menyewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk 

menggunakan barang atau jasa selama periode tertentu dengan pembayaran sewa 

sesuai kesepakatan,11 sementara bai‘ adalah akad jual beli yang mengalihkan 

kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli sebagai imbalan atas sejumlah 

 
11 Zannah, “Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pengadaan Alat Kesehatan Serta 

Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah 

(Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat).” 
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nilai tertentu.12 Dalam proses pengadaan alat kesehatan di RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta, kedua akad ini berperan sebagai instrumen utama 

untuk menjamin bahwa transaksi berlangsung sesuai dengan prinsip syariah 

yang diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI). 

Rumah sakit dalam konteks akad ijarah dapat memperoleh alat kesehatan 

melalui sistem sewa guna usaha atau leasing syariah tanpa adanya unsur riba. 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 

Ijarah, akad ini harus memenuhi beberapa prinsip utama, seperti kejelasan 

manfaat yang diperoleh, spesifikasi barang yang disewa, serta transparansi 

dalam perjanjian. Implementasi akad ijarah dalam pengadaan alat kesehatan 

memungkinkan rumah sakit untuk menggunakan peralatan medis tanpa harus 

langsung membelinya, sehingga lebih fleksibel dalam manajemen keuangan dan 

operasional. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan ijarah adalah 

memastikan bahwa perjanjian sewa tidak mengandung unsur gara̅r 

(ketidakpastian) dan tetap memenuhi standar regulasi pemerintah terkait 

pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan. 

Sementara itu, akad bai‘ dalam pengadaan alat kesehatan merujuk pada 

mekanisme jual beli langsung antara rumah sakit dan penyedia alat kesehatan 

dengan pembayaran yang disepakati. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah mengatur ketentuan dalam transaksi jual beli, 

termasuk larangan terhadap praktik spekulatif dan ketidakjelasan objek jual beli. 

 
12 Analisis Perkembangan and Akad-akad Di Bank, “Analisis Perkembangan Akad-Akad Di 

Bank Syariah,” AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam 1, no. 1 (2019): 73–86, 

https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561. 
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Dalam konteks pengadaan alat kesehatan, akad bai‘ harus dilakukan dengan 

sistem yang transparan, termasuk kejelasan harga, spesifikasi barang, dan jangka 

waktu pembayaran. Keunggulan akad bai‘ dalam transaksi ini adalah 

kepemilikan alat kesehatan langsung berpindah ke rumah sakit, sehingga dapat 

digunakan secara optimal dalam jangka panjang. Namun, rumah sakit perlu 

memastikan bahwa skema pembayaran dan kontrak jual beli yang dibuat tetap 

sesuai dengan regulasi negara serta prinsip syariah yang berlaku. 

Dengan menerapkan akad ijarah dan bai‘ yang sesuai dengan fatwa 

DSN-MUI, pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

dapat berjalan searah dengan prinsip sharia compliance, efisien, dan tetap dalam 

koridor hukum yang berlaku. Analisis terhadap penerapan kedua akad ini 

penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kesesuaian praktik bisnis rumah 

sakit dengan ketentuan syariah dan hukum negara, serta untuk mengatasi potensi 

konflik hukum atau ketidaksesuaian dalam implementasinya. Studi ini 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap optimalisasi penggunaan 

akad-akad syariah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di rumah sakit 

Islam, guna memastikan terwujudnya prinsip keadilan, transparansi, dan 

manfaat bagi masyarakat dapat terus terjaga. 

F. Metode Penelitian 

Karya tulis yang termasuk dalam kategori ilmiah ini perlu disusun sesuai 

dengan sistematika ilmiah berdasarkan metode penelitian. Hal ini penting 

dilakukan, mengingat penelitian ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

akademis melalui kerangka metode penelitian hukum dan syariah sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

Terdapat pembedaan utama antara pendekatan normatif dan empiris 

dalam jenis penelitian hukum. Penelitian normatif menekankan bahwa hukum 

adalah pranata yang berlandaskan pada asas, teori, dan kaidah perundang-

undangan yang perlu dianalisis secara konseptual tanpa terlebih dahulu merujuk 

pada praktik di masyarakat.13 Sebaliknya, penelitian empiris berfokus pada 

pelaksanaan hukum dalam masyarakat, termasuk kesadaran hukum yang muncul 

dari interaksi masyarakat dengan hukum tersebut.14 Adapun khusus pada 

konteks penelitian ini ditetapkan sebagai penelitian empiris. 

2. Sifat Penelitian 

Jenis penelitian hukum empiris dalam konteks rancangan penelitian ini 

dilaksanakan – sebagaimana disadur dari Bachtiar – adalah berdasarkan sifat 

kajian asas, sistematika, sinkronisasi, dan efektivitas hukum dalam 

masyarakat.15 Penelitian hukum empiris mengevaluasi efektivitas hukum syariah 

dalam penyelenggaraan akad ijarah dan baiʻ rumah sakit Islam, 

mengidentifikasi hambatan, dan mempertimbangkan aspek sosial serta budaya 

masyarakat. Rancangan penelitian ini menggabungkan analisis teoretis dan data 

empiris melalui wawancara dan observasi, memastikan hasil yang komprehensif 

dan aplikatif. 

 
13 Khudzaifah Dimyati, Metodologi Penelitian Hukum (Surakarta: Sekolah Pascasarjana 

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016). 

14 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004). 

15 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 30. 
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3. Pendekatan 

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian jenis penelitian, rancangan ini 

berupaya untuk melaksanakan pendekatan empiris untuk mengeksplorasi 

bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan secara praktis di Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dengan tujuan mengidentifikasi 

problematika implementasi dan efektivitas hukum syariah dalam akad ijarah 

dan baiʻ di rumah sakit. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data utama akan dikumpulkan 

melalui observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat 

dalam operasional rumah sakit, seperti manajemen, tenaga kesehatan, dan 

pasien.16 Pendekatan ini memungkinkan penggalian data yang lebih mendalam 

tentang kesadaran hukum dan persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan 

rumah sakit berbasis syariah. Hasil penelitian diharapkan mampu mensintesis 

temuan dari kedua pendekatan ini. Analisis dominan akan dilakukan dengan 

pendekatan normatif, namun tetap mempertimbangkan data empiris guna 

membuat kepastian bahwa solusi hukum yang diusulkan sejalan dengan 

kebutuhan praktis di lapangan. Penelitian ini tidak hanya berperan dalam 

pengembangan teori hukum, tetapi juga menawarkan kontribusi yang bersifat 

praktis bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan rumah sakit Islam di 

Indonesia. 

 
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, Cetakan Ke 

(Bandung: CV Alfabeta, 2021), hlm. 86. 
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4. Sumber Data 

Sumber data merupakan lokasi atau pihak dari mana data penelitian 

diperoleh, sedangkan data itu sendiri adalah informasi yang relevan dengan 

tujuan penelitian. Berdasarkan konsep Sugiyono, data dikelompokkan menjadi 

data primer serta sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh 

langsung dari sumber utama di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari 

sumber tidak langsung, seperti dokumen atau referensi-referensi lain.17  

Data primer meliputi wawancara dengan narasumber utama seperti 

pengelola PKU Muhammadiyah Yogyakarta, perwakilan DSN-MUI yang 

sekaligus menjadi pembina PKU Muhammadiyah Yogyakarta, tenaga medis, 

dan pasien PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Data sekunder, atau yang dapat 

disebut sebagai sumber hukum, materi ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, 

yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.18  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Berlaku secara mutatis mutandis dengan penetapan jenis penelitian 

empiris di awal, maka konsekuensi logis teknik pengumpulan data dengan 

kebutuhan data pada jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif 

mengisyaratkan pelaksanaan triangulasi teknik, yakni observasi, wawancara, 

dan dokumentasi.19 Penjelasan lebih detail disampaikan sebagai berikut: 

 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 226. 

18 Amiruddin and Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, hlm. 88. 

19 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 89. 
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a. Observasi atau pengamatan yang ditentukan dalam rencana penelitian ini 

adalah observasi partisipasi aktif, yakni pengamatan yang melibatkan 

peneliti sebagai insider. Penentuan ini dimaksudkan agar kedalaman dan 

kemudahan akses atas informasi bisa untuk didapatkan; 

b. Wawancara atau interview dengan spesifikasi jenis semi terstruktur 

(wawancara semi terstruktur), yakni perpaduan antara wawancara yang 

pada dasarnya sudah dirumuskan secara sistematis pada daftar 

pertanyaan dengan wawancara mendalam yang secara spontan terjadi 

antara peneliti dan responden; dan 

c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menghimpun seluruh dokumen yang relevan, terutama berkaitan dengan 

perjanjian pengadaan alat kesehatan di PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta, yang juga menunjukkan informasi berkaitan pada penelitian. 

6. Analisis Data 

Muara pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa hasil analisis, tahapan ini diharap akan menjadi sarana 

dalam menjawab dua fokus permasalahan dalam penelitian ini. Khazanah 

keilmuan hukum yang menjadikan hukum dalam teks (law in book) atau hukum 

positif, tentu diawali dengan teknik-teknik analisis berdasarkan interpretasi 

hukum terlebih dahulu. Secara umum Bagir Manan mengidentifikasikan 

terdapat 13 teknik interpretasi hukum, mulai dari interpretasi gramatikal, 

leksikal, otentik, historis, futuristik, restriktif, ekstensif, dan lain seterusnya.20 

 
20 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 21. 
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Penelitian ini tentu hanya menggunakan teknik-teknik interpretasi hukum yang 

sesuai dengan konteks penelusuran relevan. 

Selain interpretasi hukum, seluruh data dan bahan hukum yang sudah 

terkumpul akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode silogisme 

hukum, yaitu suatu teknik penalaran yang umum dipakai oleh hakim dalam 

memeriksa dan memutus suatu perkara. Teknik silogisme hukum menempatkan 

seluruh landasan teoretis penelitian ini menjadi premis mayor atau faktor 

idealitas yang hendak dihadapkan dengan realitas temuan di lapangan sebagai 

premis minor untuk kemudian diidentifikasi kesimpulannya berdasarkan 

penghapusan middle term.21 

G. Sistematika Pembahasan 

Penyajian penelitian berbentuk tesis ini akan menguraikan alur pembahasan 

dari pendahuluan hingga penutup secara sistematis. Bab I, sebagai pendahuluan, 

menjadi bab pembuka yang menjelaskan latar belakang pentingnya penelitian ini 

dilakukan. Bab ini menguraikan dua pokok permasalahan utama. Pertama, 

bagaimana proses penerapan akad ijarah dan baiʻ dalam pengadaan alat kesehatan 

di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kedua, apakah penerapan akad ijarah dan 

baiʻ dalam pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sudah 

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000. Selain daripada itu, juga 

juga dijelaskan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, metode penelitian yang 

diterapkan, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran komprehensif 

 
21 Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai 

Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 

hlm. 163. 
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tentang struktur tesis ini. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum 

empiris guna menganalisis secara holistik persoalan implementasi dan konstruksi 

hukum penyelenggaraan rumah sakit Islam di Indonesia. 

Bab II Kerangka Teoretis yang menguraikan dasar analisis dengan bertolak 

pada teori-teori yang relevan. Penggunaan teori ini meliputi maqa̅ṣid al-Syari̅ʻah, 

Islamic Corporate Governance, Triangurlar Concept of Legal Pluralism, akad 

dalam fiqh mu’a̅malah, akad ijarah, akad baiʻ, Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dan teori efektivitas hukum. 

Bab III Proses Penerapan Akad Ijarah dan baiʻ dalam Pengadaan Alat 

Kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Bab ini mengulas 

permasalahan yang muncul dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta, dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-

MUI/IV/2000 sebagai pedoman utama. Pembahasan diawali dengan analisis 

penerapan konsep akad dalam fiqh mu’a̅malah sebagai dasar prinsip syariah dalam 

pengelolaan rumah sakit. Akad dalam konteks ini berfungsi sebagai kerangka 

normatif yang memastikan bahwa semua transaksi dan layanan kesehatan sesuai 

dengan nilai-nilai syariah. Selanjutnya, evaluasi efektivitas hukum dilakukan untuk 

mengkaji sejauh mana fatwa DSN-MUI diterapkan dalam praktik dan hambatan 

yang dihadapi, termasuk aspek regulasi dan pengawasan. Akhirnya, bab ini 

menganalisis keselarasan antara fatwa dan pelaksanaannya di RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta.   

Bab IV Implementasi Akad Ijarah dan baiʻ dalam Pengadaan Alat 

Kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Sudah selaras dengan Fatwa 

DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000. Bab ini menguraikan identifikasi kesesuaian 
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antara normativitas penyelenggaraan akad ijarah dan baiʻ yang diisyaratkan oleh 

fatwa DSN-MUI a quo dengan pelaksanaannya di RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

Bab V Penutup mencakup bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

disajikan sebagai jawaban ringkas dan jelas terhadap rumusan masalah yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Bagian saran memuat rekomendasi serta masukan 

konstruktif yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang telah disebutkan 

secara spesifik dalam pembahasan manfaat dan tujuan penelitian pada Bab I. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dari penelitian mengenai penerapan prinsip syariah 

dalam pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dapat 

disimpulkan ; 

1. Pelaksanaan akad ijarah dan baiʻ di Rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta tidak hanya mencerminkan pemenuhan 

aspek administratif dan teknis pengadaan, tetapi juga mencerminkan 

integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola rumah sakit. Proses 

penerapan kedua akad tersebut dilakukan melalui sistem pengadaan 

yang terstruktur, melibatkan berbagai unit internal seperti Unit 

Logistik Umum, Bidang Keuangan, Tim Pengadaan, Tim Legal, 

serta Komite Syariah. Pemilihan jenis akad disesuaikan dengan 

karakteristik alat kesehatan dan kebutuhannya, dengan 

mempertimbangkan utilitas, nilai barang, serta prinsip efisiensi dan 

maslahat. Prosedur pengadaan pun dibedakan berdasarkan nilai 

transaksi dan selalu diawali dengan analisis kebutuhan, diikuti 

pengujian anggaran, serta proses seleksi dan musyawarah yang 

transparan. 

2. Adapun dari sisi kesesuaian pada prinsip syariah sebagaimana 

tertuang di Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000, penerapan 

akad ijarah dan baiʻ di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada 

dasarnya telah memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan 
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dalam fatwa, baik dalam struktur akad, substansi klausul perjanjian, 

maupun dalam aspek pengawasan syariah. Komitmen rumah sakit 

terhadap prinsip syariah ditunjukkan melalui penyusunan master 

perjanjian baiʻ mu’ajjal, keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah 

dalam mereview akad, serta penyadaran internal bahwa pengadaan 

adalah bagian dari ibadah.  

Meskipun demikian, secara normatif belum terdapat dukungan eksplisit dari 

sistem hukum positif untuk menjamin penerapan akad-akad syariah dalam 

pengadaan barang dan jasa rumah sakit. Dengan demikian, konvergensi paling kuat 

terjadi antara hukum Islam dan hukum masyarakat (aturan internal Muhammadiyah 

dan MUKISI), sementara hukum positif cenderung berjalan secara parsial. Kondisi 

ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum yang lebih afirmatif untuk 

memperkuat legalitas formal atas pelaksanaan prinsip syariah dalam sistem 

pengadaan nasional. 

B. Saran 

Berdasarkan ringkasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini 

menilai bahwa meskipun RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta telah menunjukkan 

upaya serius dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah melalui akad ijarah dan 

baiʻ, masih terdapat tantangan normatif, struktural, dan teknis yang perlu 

ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Karena itu, guna memperkokoh pelaksanaan 

Fatwa DSN-MUI mengenai Rumah Sakit Syariah serta menjamin kepatuhan hukum 

yang lebih terstruktur dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan beberapa 

saran praktis yang ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait: 
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1. Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI melalui Dewan Syariah Nasional 

(DSN), disarankan untuk melakukan sosialisasi lanjutan dan pendampingan 

teknis terhadap penerapan fatwa-fatwa ekonomi syariah, termasuk yang 

berkaitan dengan akad ijarah dan baiʻ dalam pengadaan barang dan jasa di 

sektor kesehatan. Selain itu, MUI dapat menginisiasi penyusunan template 

dokumen akad yang kompatibel dengan regulasi nasional dan mudah 

diadaptasi oleh institusi layanan publik, serta memperkuat peran Dewan 

Pengawas Syariah dengan memberikan pelatihan bersertifikasi dan sistem 

audit syariah berkala. 

2. Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai badan 

penyelenggara amal usaha kesehatan perlu memperkuat sistem hukum 

internalnya agar implementasi prinsip syariah dalam rumah sakit tidak 

hanya menjadi etika kelembagaan, tetapi juga memiliki daya ikat 

administratif yang kuat. Disarankan untuk menyusun pedoman standar 

operasional (SOP) pengadaan berbasis syariah yang bersifat baku, serta 

mengembangkan pusat kajian hukum ekonomi Islam yang terintegrasi 

dengan MUKISI sebagai lembaga penjamin mutu syariah rumah sakit. 

3. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta perlu meningkatkan kemampuan 

sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan rutin mengenai akad-

akad syariah, serta memperbarui sistem pencatatan dan dokumentasi hukum 

agar mencerminkan karakteristik akad ijarah dan baiʻ secara eksplisit. 

Disarankan juga agar rumah sakit menjalin kemitraan strategis dengan 

vendor yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap prinsip syariah, 
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serta menyusun database kontrak syariah digital yang terstandardisasi untuk 

mempercepat proses legal review dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. 

4. Pemerintah dan DPR RI. Pemerintah bersama DPR disarankan untuk segera 

menyusun peraturan teknis atau undang-undang sektoral yang 

mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam layanan publik, khususnya 

dalam pengadaan jasa dan barang. Sebagai bentuk afirmasi terhadap hak 

masyarakat Muslim atas pelayanan yang sesuai keyakinannya, pemerintah 

dapat membentuk kerangka hukum yang memungkinkan institusi layanan 

kesehatan menjalankan akad syariah secara sah dan terlindungi secara 

hukum. Pengaturan ini juga penting untuk mendukung ekosistem ekonomi 

syariah nasional yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan riil 

masyarakat.
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